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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, schingga Penyusunan Rencana
Strategis (Renstra) Kantor Camat Larantuka Tahun 2023-2026, dapat disclesaikan sesuai waktu yang

direncanakan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2023-2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah saat ini tujuan, sasaran,
program dan kegiatan serta pembiayaan indikatif Kantor Camat Larantuka untuk 4 (empat) tahun yang akan
datang. Rencana Strategis ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan
Kantor Camat Larantuka serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja selama empat tahun dan tahunan.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Kantor Camat Larantuka Tahun 2023-2026 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi perhatian untuk
dipedomani dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Larantuka pada masa yang akan datang.

Akhimnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat
Larantuka di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.
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BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI FLORES TIMUR,

a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam haruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023-2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),/
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scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores
Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Nomor 0085);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Flores Timur
(Lembaran  Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Flores Timur
(Lembaran  Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
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8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita

Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022
Nomor 13),

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-
2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023
sampai dengan tahun 2026.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

10.Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka menengah daerah.

11.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai
sasaran.
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13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk  menyelesaikan permasalahan pembangunan  dan
mengantisipasi isu  strategis dacrah/ perangkat daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan
dalam bentuk keluaran (outpu), hasil (outcome), dan dampak (impac).

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB 11
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
(1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-

2026.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berpedoman pada RPD.
(3) Renstra PD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. BABI : Pendahuluan
b. BABII : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
c. BABII - Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
d. BABIV : Tujuan dan Sasaran
e. BABV : Strategi dan Arah Kebijakan
f. BABVI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
g. BABVII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
h. BAB VIII : Penutup

(4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB III
PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun
2023-2026./
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Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi

sebagai:

a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai
dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan
rancangan RKPD; dan

b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam
pelaksanaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB 1V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan
RPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI FLORES TiMUR,
ttd
ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,
ttd
PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

——

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.1
NIP.19780426 200212 1 007
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1.1.
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BABI

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Sehubungan dcngan. telah berakhimya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanan Jangka Menengah

Daerah, maka Kabupatrn Flores Timur wajib untuk menyusun Dokumen Perncanaan Jangka Menengah
Daerah untuk periode berikutnya.

Sejalan dengan kondisi diatas kebijakan pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa
Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstrusikan Bupati/Walikota
yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen perencanaan pembangunan

Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Desember
2021 untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional
pada Tahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Larantuka menyusun Renstra Kecamatan Tahun
2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 4 tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis Kantor Camat Larantuka merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut
di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan
eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts),
kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan
suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya
alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk
jangka waktu 4 (empat) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan .

Keterkaitan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan
dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Memperhatikan: RPJPD Kab. Flores Timur
Tahun 2005-2025
* RPJMN Tahun
® RPJMD NTT Tahun
2018-2023 y
" IE’WMS' Rancangan RPD
em| an
e
gk 7 Tohun 2023-2026 /K_h\ N
* Isu-bsu Strategis . /  Konsultasi \ Perumusan Rancangan
® Kebijakan - ( Publik ! @ Akhir RPD
Nasional ] l 3 lr' »
\ /
\v *
Ba| Rancangan Rensira PD Fasilitasi/Evaluasi RPD
Memperhatik nga
R ™| Tahun 2023-2026 Kab. Flores Timuroleh
= Evaluasi R a Gubermur
Tahun 2017-2022

* Renstra K/L 2020-
2024

'

= Isu-lsu Staretgis Perumusan Akhir dan Penetapan Perkada
= Kebijakan Penetapan Perkada tentang RPD Kab. Flores
Nasional p—- fentang Renstra PD Tahun <—_---I Timur Tahun 2023-2026
2023-2026
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Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Gambar
Hubungan antara Rcl)slm Tahun 2023-2026 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya serta Dokumen Penganggaran

APBD |

e e e M  ——— —————— |

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017T tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Daalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa jabatan Kepala daerah berakhir
pada tahun 2022;
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7. Peraturan Dflemh Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Dacrah Npmor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Flores Ti mur Tahun 2005-2025;

§.  Peraturan Daerah Kabupaten _Floms Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor | Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah

10.  Peraturan Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Dacrah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2,
tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

e Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :

1.  Tersedianya dokumen perencanaan Jangka Menengah Kecamatan Larantuka periode Tahun 2023~
2026 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan,

2.  Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan
serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal.

e Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Larantuka adalah :
Menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan Jangka Menengah Daerah.

2.  Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD),
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan perencanaan penganggarannya;

3.  Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
Perangkat Daerah;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga
bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Camat Ile Bura adalah sebagai berikut:
Babl. PENDAHULUAN; memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan;
Babll. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; memuat tugas, fungsi, struktur
organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah ,
tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.
Bab II. PERMASALAHAN DAN ISU-IU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH; memuat
tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah,
telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah kajian lingkungan hidup
strategis dan penentuan isu-isu strategis.
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Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN; memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran jangka

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; memuat fentang rumusan pernyataan strategi
dan arah kebijakan perangkat dacrah,

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; memuat tentang
renccana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; memuat tentang indikator
kinerja perangkat dacrah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat
dacrah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuuan dan sasaran RPD.

Bab VI1II. PENUTUP.
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BABII
GAMBARAN UMUM
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Larantuka
Sccara Administrasi Kecamatan Larantuka terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk, |
NTT tanggal 20 Juli 1963 No.‘l‘em. 66/1/32 tentang Pemekaran Kecamatan di seluruh propinsi NTT,
termasuk 5 buah kecamatan di Kabupaten Flores Timur ditingkatkan menjadi 13 kecamatan, dan 3
diantaranya adalah kecamatan :
1. Kecamatan Larantuka dengan Ibu Kota Larantuka.
2. Kecamatan Wulanggitang dengan Ibu Kota Boru, dan
3. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Ibu Kota Waiklibang.
Dalam rangka m_cwujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan
Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Larantuka dipimpin oleh seorang Camat,
scorang sckretaris, 4 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 10 staf Fungsional Umum.
Adapun struktur organisasi Kantor Camat Larantuka sesuai Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Camat
Ir. Aloisius Riberu
]
Sekretaris :

T Ambrosius Hurin Kerans, S.STP.MPA

: I

: [ |

E Sub Bagian Umum Sub Bagian Program,

! & Keuangan : Data & Evaluasi:

E Rofina Becora Ofong Lasarus Toba Uran

fressetessrsessans Seqrheessctenarsecresaes Tresresenanersense 1
o 1 [ |
Seksi Pemerintahan: Seksi Trantib: Seksi PMD: Seksi Seksi Kesos &
i - Perekonomian: Pelum:
Yosep Raja Waton Leonardus Robertus P.
Leyn, SH Boleng, ST

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada
para camat.

1. Fungsi Camat :

Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
Pengelolaan administrasi kecamatan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

me a6 ol

2. Fungsi Sekretaris Kecamatan ;

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Penyusunan program dan anggaran;
c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
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d. Pengelolaan urusan kepegawaian;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :

Penataausahaan administrasi perkantoran;

Pengelolaan dokumen kepegawaian;

Pengelolaan perlengkapan perkantoran;

Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan,

Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan teckait dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;

b. Perencanaan program, data dan evaluasi;

¢. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :

® S e S.e TR

Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;

Pelaksanaan program dan kegjatan pemerintahan kecamatan;

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

o ap TP

Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan
masyarakat;

c¢. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IS

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :

Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e ap TP

Fungsi Kepala Seksi Perekonomian :

a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;

¢. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
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2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Larantuka

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1:
Jumlah PNS Kantor Camat Larantuka berdasarkan Jabatan Tahun 2017

Rencana Strategis 2023 - 2026

| NO JABATAN ESELON JUMLAH PEGAWAI
1. Camat Ill.a | orang
2. Sekretaris Camat I1Lb | orang
3. Kepala Seksi IV.a 4 orang
4, Kasubag IV.b 2 orang,
JUMLAH 8orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021

Tabel2.2.2:
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

JUMLAH
GKAT
NO | PAN GOLONGAN/RUANG PEGAWAI
1. Pembina Tingkat I IV.b 1 orang
2. Penata Tingkat I ILd 5 orang
3. Penata Muda Tingkat I IILb 2 orang
4. Pengatur Tingkat I I1d 5 orang
5. Pengatur Ilc 3 orang
Jumlah 16 orang
Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021.
Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI
1. Pasca Sarjana (S-2) 1 orang
2 Sarjana (S-1) 3 orang
3. Diploma I1I/Akademi/Ahli Madya -
4. Diploma I/Diploma I -
5. SLTA 12 orang
JUMLAH 16 Orang

Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 2021,
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Tabel 2.24:
Berdasarkan Diklat Penjenjangan
I NO DIKLAT PENJENJANGAN JUMLAH PEGAWAI
L 1. PIM 11/ SPAMEN .
}2. PIM 111/ SPAMA .
i 1 PIM IV /ADUM / ADUMLA 6 orang
L JUMLAH
Sumber : Kantor Camat Larantuka Tahun 207].
b. Aset
Tabel 2.2.5
Asset/Modal Kantor Camat Larantuka
No Uraian Asset/Modal Nilai (Rp)
1 | Tanah 545.721.000
2 | Peralatan dan Mesin 720.458.000
3 | Gedung dan Bangunan 508.500.000

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Larantuka

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di
Kecamatan Larantuka terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik meliputi :

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan

e

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan
dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja

5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan
berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan

6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat

7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Tabel 2.3.1 Pencapaian kinerja pelayanan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Larantuka
(dilihat pada tabel berikut ini)

Table 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Camat
(dilihat pada tabel berikut ini)
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PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LARANTUKA

KABUPATEN FLORES TIMUR
2 , Targt
I::sl“k::::’ll :.T = Target Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke.... Realisasi Capaim Tahun ke.... Rasio Capaian pada Tahun ke
Target NSPK or
fungsi Perangkat IKK Lainny
Daerah .
a
1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN 262.877.024 | 302.762.975 282.474.500 | 218.887.170 | 259.750.050 | 300.030.375| 271.660.200 | 209.964.100 | 98,81 | 99,10 96 | 95,92
Penyadiaan Jasa Surat |jumlah materai yang di
Menyurat sediakan 600.000 600.000 600.000 900.000 600.000 600.000 600.000 900.000 100 100 100
Penyediaan Jasa Jumlah jasa Rekening
Komunikasi Sumber |Telpon, Air dan Listrik
daya Air dan Listrik  |yang disediakan (Bulan) 15.780.024 20.686.000 19.320.000 23.690.000 14.407.200 18.798.900 17.847.700 17.490.800 | 91,30 | 90,88] 92,38 74
Pemeliharaan dan jumlah kendaraan dinas/
Perizinan Kendaraan |operasional yang di
Dinas Operasional pelihara (unit) 1.388.250 1.813.500 3.250.000 18.992.815 1.388.250 1.613.000 2,088.000 18.136.800 100] 88,94] 64,25 95
Penyediaen Jasa
Administrasi tersedianya jasa
Keuangan administrasi (orang) 27.755.000 37.856.000 25.200.000 25.200.000 27.755.000 37.856.000 25.200.000 25.200.000 100 100 100 100
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kentor  |jumlah alat kebersihan
kantor yang di sediakan
(jenis) 2.493.000 3.474.375 3.500.000 2.493.000 3.474.375 3.500.000 0 100 100 100 #DIV/0!
jumlah alat tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis |yang di sediakan
Kantor (Bulan) 17.661.750 15.979.500 25.764.500 12.075.000 17.661.750 15.979.500 25.764.500 12.000.000 100 100 100 99
Penycdiaan Barang  |jumlah barang cetakan
Cetakan dan dan foto copy yang di
Penggandaan sediakan (lembaran) 11.000.000 12.183.600 19.000.000 13.460.000 10.999.850 12.183.600 19.000.000 13.460.000 100 100 100 100
Komponen Instalasi [instalast [istrik kantor
Listrik/Penerangan  |yang disediakan
Bangunan Kantor (komponen) 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.499.355 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.492.500 100 100 100 100
[Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan |jumlah bahan bacaan
Perundang-undangan |yang disediakan (jenis) 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.725.000 1.740.000 1.740.000 1,110.000 900.000 100 100| 63,79 52
T TR T
Penyediaan Makanan |minuman yang
dan Minuman |discdiakan (dos) 12.750.000 18.500.000 24.800.000 15.000.000 12.750.000 18.450.000 18.400.000 14.975.000 100] 99,73] 74,19 100
\xioordinasi dan \koordinas'\l konsultasi
nnnnn lemanl L USRTEN

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Penyediaan Jasa
Pendukung dan jumlshtenaga
Teknis Perkantoran ~ |pendukung administrasi/
teknis perkantoran yang
disediakan (orang) 79.405.000 82.855.000 §2.800.000 71.365.000 79.405.000 82.855.000 81.650.000 70.550.000 100 100] 98,61
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR 48.500.000 71.400.000 33.000.000 28.362.815 48.079.000 40.316.800 29.267.500 27.426.800 | 99,13 | 56,47 89 96,70
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional  |jumlah kendaraan dinas
loperasinal yang
disediakan (unit) 12.000.000 - - 0]  12.000.000 - - 0] 100 0] #DIV/0! | #DIV/0!
Pengadaan umiah periengkapan
engkapan Gedung |gedung kantor yang
::im,,. fd.lsedmkm (unit) N - - 0 - - - 0 0 0] #DIV/0! | #DIV/0!
Pengadaan Peralatan |kantor yang disediakan
Gedung Kantor (unit) - 4.500.000 0 - 4.500.000 0 0 100| #DIV/0! | #DIV/0!
Peneliharaan Rutin umilah kendaraan dinas/
/Berkala Kendaraan ~ {Operasional yang
Dinas/Operasional  {dipelihara (unit) dan
kendaraan dinas 34.500.000 29.700.000 27.000.000 18.992.815 34.079.000 28.316.800 26.267.500 18.136.800 | 98,78 | 95,34] 97,29 95
Penecliharaan Rutin jumlah perlengkapan
/Berkala gedu ng kantor yang
Perlengkapan Gedung |disediakan (unit) - 5.000.000 3.000.000 4.500.000 - 5.000.000 - 4.420.000 0 100 0 98
Peneliharaan Rutin jumlah gedung kantor
/Berkala Gedung  |yang dipelihara (unit) 2.000.000 | 2.500.000 3.000000 |  4.870.000|  2.000.000|  2.500.000 |  3.000.000 | 4870000 100] 100  100| 100
‘PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
CAPAIAN
KINERJA DAN - - 10.895.000 21.100.200 - - 10.895.000 21.075.200 | ##u4 | #DIV/0! 100 | 99,88
[ Pmm Laporan [jumlah dokumen
Capaian Kinerja dan laporan keuangan,
Ikhtisar Kinerja  |LPPD/ RENJA/
SKPD RESTRA (Dokumen) - - 10.895.000 21.100.200 10.895.000 21.075.200 0 0 100 100
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR - . - 0 - - - #DIV/0!
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang- {Jumlsh eparatur yang
undangan mengikuti Bimtek - - - 0 - = = 0 0 0| #DIV/0! | #DIV/0!
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN
DAN PELAYANAN
KEMASYM“TL 42.495.000 39.850.000 98.722.000 169.752.100 42.495.000 37.850.000 97.724.200 | 168.791.000 100 | 94,98 99 | 99,43
Pembinaan
Pelaporan (PAPO _\peluporan (dokumen) 16.145 000 ) 0] 16.145.000 5 0 of #pIv/0! |#DIV/0!
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Penyelenggaraan humlah pelaksanaan
Musrembang musrenbang kecamatan
Kecamatan (kali) 26.350.000 39.850.000 29,042,000 32.854.500] 26.350.000 | 37.850.000 | 29.033.000 | 32.447.000 100] 94,98] 99,97 99
Fasiitasi dan jumlah fasilitasi dan
:(:\::sl:‘“l Pelayanan I, oordinasi pelayanan
yarakan kemasyarakatan
(desahelurahan - - 61.000.000 50.900.000 - - 60.250.000 |  50.850.000 0 o| 9877 100
Peningkatan jumlah fasilitasi dan
Efektivitas koordinasi pemerintahan
Pelaksanaan dan pelayanan
Pclayanan kepads | kemasyarskatan (paket) - . . 48.618.500 48.195.000 0 0| #DIV/0! 99
Pembinasan jumlah fasilitasi
Penanganan Covid-19 [oordinasi penangan
di tingkat Desa dan |nenyeharan covid-
Kelurshan 19(kali) . ) . 20.000.000 19.950.000 0 o| #pIvior| 100
Pendampingan dan |, )
Fasilitasi P::lolm umleh desa yang di
K Dese fasilitasi perencanaan
dan penganggaran
keuangan desa (desa) 0 0 8.680.000 17.379.100 8.441.200 |  17.349.000 0 o] 9725 100
99 94 98 97
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ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR

URAIAN ANGGARAN PADA TAHUN KE REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE R::’é’c‘ Mm 'A“AP Aﬁ";‘m ?(::N RATA-RATA PERTUMBUHAN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Anggaran Reallsasi
1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 262.877.024 | 302.762.975 | 282.474.500 | 218.887.170 | 259.750.050 | 300.030.375 | 271.660.200 | 209.964.100 | 98,81 99,10 96 | 9592 302.762.963 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000 600.000 900.000 600.000 600.000 600.000 900.000 100 100 100 100 1.499.998 1.499.998
Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya Air dan Listrik 15.780.024 20.686.000 19.320.000 23.690.000 14.407.200 18.798.900 17.847.700 17.490.800 74 91 92 74 47.902.664 | 42.476.865
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional 1.388.250 1.813.500 3.250.000 18.992.815 1.388.250 1.613.000 2.088.000 18.136.800 95 89 64 95 11.394.437 9.746.598
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 27.755.000 37.856.000 25.200.000 25.200.000 27.755.000 37.856.000 25.200.000 25.200.000 100 100 100 100 71.455.997 | 71.455.997
Penyediazn Jasa Kebersihan Kantor
2.493.000 3.474.375 3.500.000 2.493.000 3.474.375 3.500.000 0| #DIV/0! 100 100 | #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Penyediazn Alat Tulis Kantor 17.661.750 15.979.500 25.764.500 12.075.000 17.661.750 15.979.500 25.764.500 12.000.000 99 100 100 99 45.768.998 | 45.743.998
Penyedizan Barang Cetakan dan
Penggandaan 11.000.000 12.183.600 19.000.000 13.460.000 10.999.850 12.183.600 19.000.000 13.460.000 100 100 100 100 35.670.265 | 35.670.265
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.499.355 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.492.500 100 100 100 100 3.499.783 3.497.497
Penyediaen Behan Bacaan dan
Peraturan Perundeng-undangan 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.725.000 1.740.000 1.740.000 1.110.000 900.000 52 100 64 52 4.054.998 3.149.997
Penyediaan Ml dan Mi 12.750.000 18.500.000 24.800.000 15.000.000 12.750.000 18.450.000 18.400.000 14.975.000 100 100 74 100 48299.998 | 41.841.665
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 90.304.000 105.575.000 75.000.000 34.980.000 88.550.000 104.980.000 75.000.000 34.859.000 100 99 100 100 192.234.997 | 191.599.664
Penyediaan Jasa Pendukung dan
Teknis Perkantoran 79.405.000 82.855.000 82.800.000 71.365.000f  79.405.000 82.855.000 81.650.000 70.550.000 99 100 99 99| 189.443331 | 188.021.664
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 48.500.000 41.700.000 33.000.000 28.362.815|  48.079.000 40.316.800 29.267.500 27.426.800 97 97 89 97 84.154.269 | 78.726.564
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional 12.000.000 - . 0 12.000.000 - - o| #p1v/o! | #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor - - - 0 - - - o| #pIv/or| #DIV/O! | #DIV/O! | #DIV/OL #DIV/0! #DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor = 4.500.000 0 - 4.500.000 0| #DIV/0! 100 | #DIv/o! | #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0!
Peneliharaan Rutin /Berkala
.629.897
Kendaraan Dinas/Operasional 34.500.000 29.700.000 27.000.000 18.992.815|  34.079.000 28.316.800 26.267.500 18.136.800 95 95 97 95 63.030.936 | 606
Peneliharaan Rutin /Berkala \ \
Voo ~rlrnmnm Madims Vantor - - -
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Ueaung Kantor 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.870.000 2.000
.000. .500. .000. 870, .000.000 2.500.000 3.000.
PENGEMBANGAN SISTEM 2ol __ssnewnl e Wi o) 1ol 7w nnam)
PELAPORAN CAPAIAN ‘ ‘ \ ‘
KINERJA DAN KEUANGAN - -
: 10.895.000 21.100.200 - - 10.895.000 21.075.200 100 | #DIV/O! 100 100 #DIV/O! #DIV/O!
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD .
- 10.895.000 21.100.200 10.895.000 21.075.200 100 | #DIV/0! 100 100 #DIV/O! #DIV/O!
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR - - - 0 - - - #DIV/O!| #DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan - - - 0 - - - 0] #DIV/0! | #4DIV/O! | #DIV/O! | #DIV/O! #DIV/O! #DIv/o!
PEMERINTAHAN,
PEMBANGUNAN DAN
PELAYANAN 42.495.000 39.850.000 98.722.000 169.752.100]  42.495.000 37.850.000 97.724.200 |  168.791.000 99 95 9 99| 195.156.032 | 191.837.865
Pembinaan Administrasi dan
Pelaporan (PAPO PNPM PPK 16.145.000 " 0 16.145.000 - 0| #4DIV/0! | #DIV/O! | #DIV/O! | #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0!
Penyelenggaraan Musrembang
Kecamatan 26.350.000 39.850.000 29.042.000 32.854.500 26.350.000 37.850.000 29.033.000 32.447.000 99 95 100 9 79843497 | 776985664
Fasiitasi dan Koordinasi Pelayanan
Kemasyarakan - - 61.000.000 50.900.000 - - 60.250.000 50.850.000 100 | #DIV/O! 99 100 #DIV/O! #DIV/C!
Peningkatan Efektivitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- - - 48.618.500 48.195.000 99 | #DIV/O! | #DIV/O! 9 #DIVN! DIV
Pembinaaan Penanganan Covid-19
di tingkat Desa dan Kelurahan - - - 20.000.000 19.950.000 | 100 | #DIV/O! | #DIV/O! 100} #DIV/O! soIv/o!
Pendampingan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa 8.680.000 17.379.100 8.441.200 17.349.000 100 | #DIV/O! : 97 100 #DIV/O! sDIvV/o!
. .'1 " Larnuka, . Maret 2022
CAMAT LARANTL’KA.
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Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD Kecamatan Larantuka

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Goverment menemui beberapa
tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi
serta pencapaian tujuan meliputi :

1.

10.

Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi
penyelenggaraan kegiatan;

Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana,
pengelola anggaran/pembukuan, dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;

Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;

Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara
optimal;

Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan insfrastruktur
masyarakat secara lebih memadai;

Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga
dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;

Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya
pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1.

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan
urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi
serta pencapaian tujuan;

Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh
masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong
masyarakat yang cukup tinggi;

Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;

Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan
pembangunan;

Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong
perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan dacrah dan melakukan koordinasi dengan
SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan
yang memungkinkan tercapainnya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan .ad:?nya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa
dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, Dengan adanya
Unda?n_g-l_lndang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, peran kecamatan menjadi terbatas.
Hal ini dltaf\da'l dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak
lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah, Hal ini ditandai dengan
adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

§ebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan
Perpanjang tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan
demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan
teﬁ(ad{tng belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.
Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana
prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

) Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah
d!umikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Larantuka, juga
pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain sebagai
berikut:

sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Larantuka
Aspek Kajian Capaian/ Standar yang Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD
Kondisi Digunakan -
Saat ini Internal (Kewenangan Eksternal(Diluar
Skpd) Kewenangan Skpd)
1 2 3 4 5 6
Pengelolaan Belum Optimal dan tepat | kapasitas SDM Ketersediaan dana dan | Pengelolaan administrasi
administrasi optimal aparatur dan sarana prasarana Pelayanan Publik yang belum
Pclayanan Publik Penga melckat optimal
Pembinaan dan Belum Optimal dan tata kapasitas SDM Ketaatan dan Pembinaan dan pemberdayaan tata
pemberdayaan tata optimal kelola aparatur dan konsistensi serta kelola aparatur pemerintah
kelola aparatur pemerintahan di Pengawasan melekat sinergitas program desa/kelurahan yang belum optimal
pemerintah desa yang baik serta konsistensi pengembangan
desa/kelurahan pendampingan kapasitas aparatur
pemerintah daerah
Koordinasi lintas Belum Optimal dalam Kapasitas SDM Ketersediaan dana Koordinasi lintas sektor dalam
sektor dalam optimal penyelenggaraan | aparatur dalam dalam melakukan penyelenggaraan Pemerinmtahan,
penyelenggaraan pemerintahan dan | penyelenggaraan koordinasi lintas pelaksanaan Pembangunan dan
Pemerinmtahan, pelaksanaan pemerintahan dan sektor pelayanan publik yang belum
pelaksanaan pembangunan dan | pelaksanaan optimal
Pembangunan dan pelayanan publik | pembangunan dan
layanan publik pelayanan publik
Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
57 Isu Strategis
(]
Dinamika Intemasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal Lain-lain
1) 2) 3) (O] (5)
1 Tingginya animo negara- Situasi_politik dan ekonomi di pusat yang [(1) Terjalinnya kerja sama
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negara donor dalam kondusif dan terkendali pembangunan antara

mmjalir'n kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi

Indonesia untuk peningkatan Sumber
Daya Manusia.

2 MDG§ lfinn lembaga PBB Good gevemnance dan clean goverment (2) Adanya perhatian pemerintah
proaktif terhadap muu_adl isu yang terus digulirkan dan pusat terhadap Pembangunan
pcrmasalahan meningkatnya pembiayaan terhadap dacrah Dacrah Tertinggal/Dacrah
pembangunan miskin Miskin dan Pengembangan

Wilayah Kepulauan serta
pemberlakukan e-KTP

3 Negara-negara kaya Meningkatnya kerjsama antara pemerintah  {(3) Semakin meningkatnya
memiliki perhatian serius | dan negara-negara donor perkembangan investasi
hl:htldap negara sedang swasta dalam mendukung

Tkembang dan negara pencapaian pembangunan
miskin Ekonomi, SDM dan Hukum.

3.2,

Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Fakfor
Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No RTRW Terkait Permasalahan Faktor
Tupoksi Pelayanan
upo - SR Penghambat Pendorong
1. | Koordinasi dan Pengendalian dan Dukungan masyarakat |- Ada RTRW

Pengendalian Pemanfaatan Tata yang kurang maksimal Ki
Pemanfaatan Tata Ruang yang belum dalam pemanfaatan Tata |~ o ; ]mg

Ruang optimal Ruang kota tinggl

pemanfaatan Tata Ruang

3.3.

Penentuan Isu - Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang
eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin
dicapai sesuai pernyataan visi.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT.
Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat
Larantuka perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai)
yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen
external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui
faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Tabel 3.4.1

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan

Kelemahan

Uraian tugas yang jelas

1. Ketesediaan SDM yang minim dan tidak
didukung dengan adanya komptensi yang

PWN -

Adanya pedoman dan juknis

Kesadaran akan tupoksi masing-masing

Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas
Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan
Finansial : Adanya dukungan dana APBD
Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan
dukungan dana NGO Internasional (khususnya
dalam mengembangkan potensi), yang cukup
memadai.

Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang
mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang
dari Bupati kepada camat.

Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia

memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan
beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan
kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.
Sarana prasarana kantor kurang memadai

Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum
memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja
kurang (naik-turun).

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan
data, teknologi informasi dan komunikasi,
penelitian dan pengembangan dalam memberikan
pelayanan publik.
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Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen | felum adanya (diberlakukannya) rewards maupun
masyarakat. punishment terhadap aparatur kecamatan maupun
aparatur Kelurahan dan Desa yang melakukan

pelanggaran;
7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi
dengan pemerintah atas maupun pemerintah

Kelurahan dan Desa dalam memberikan
pelayanan;
8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum
optimal,
9. _Perilaku masyarakat belum mendukung program
Peluang Tantangan

1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya. 1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah

2. Adanya lcrbijakl.n Pemkab yang mendukung 2. Potensi SDA yang belum tergali.
pemberdayaan di kecamatan. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis

3. Adanya program utama “Gerbang Emas, Anggur (jumlah penduduk) yang besar.

Merah 4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat

4. Adanya bimick/diklaVsosialisasi peraturan yang pengangguran usia muda.
diadakan pemkab 5. Berada pada jalur kota kabupaten schingga rawan

5. Kemajuan teknologi. kamtibmas.

6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari
kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan menurunnya kepercayaan terhadap jaminan
Dacrah Tertinggal/Daerah maupun progran dari kepastian akan direalisasikannya rencana
dana Tugas Pembantuan lainnya). pembangunan (program dan kegiatan) dan

7. Terjalinnya kerja sama pembangunan antara pelayanan publik;

Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan,
swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber pelayanan publik harga pasar yang tinggi

Daya Manusia maupun penggalian dan
pemanfaatan potensi yang dimiliki.

8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi
swasta dalam mendukung pencapaian
pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.

9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.

3.3.1.  Isu-Isu Strategis
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis

yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Larantuka empat tahun ke depan, adalah :

l. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur
merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian
pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi
dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam
meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;

3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi,
penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;

4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya
pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;

5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan
komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program
pembangunan;
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6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam

penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur
wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan
publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap
mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam
penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara
normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan

memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan
pada akhimya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
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BABIV :
TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan
keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,

pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur
hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian
sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang
bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul
dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan

Yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil.

4.1.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Larantuka

Tabel 4.2.1 :
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Larantuka
Kondisi Awal TARGET KINERJA SASARAN
INDIKTAOR
NO TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-
SASARAN
1 ‘ 2 ‘ 3 l 4
L Meni_ngkatnya Penipgkatan Cakupan
Kualitas kualitas desa/kelurahan
Penyelenggaraan | pelayanan yang tertib
Pemerintahan dan | publik dalam tata
Pelayanan Publik kelola 50 | 50% | s0 100%
administrasi
desa/kelurahan
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nAny
NTRATEGHI DAN KEDNIJAKAN

Untuk mewnjudhan tjuan dan sasaran Pembangunan perlode 2023:2026 yang tolah dirumuskan
dintan diperlukan stratepl dan arah kebijakan pembanganan yang merupakan rmusan perencanann
Aomptrehensid tentang carn bagalmana mencapal tjana dan sasaran pembangunan dengan efektlf dan
eliston, Stratepl dan arah kebijakan pembigunan menjad| acunn dalam penylylenggaraan pemerintahan,
pelaksanann pembungunan dan pelayanan publik bagl masyarkat di Keeamatan Larantuka,

Adapun strategl tersebut adalah sebagal berlkut:

a. Strategl SO (mengoptimalkan kokuatan untuk menangkap pelunng)

1) Momantiathan samna dan prasamon yang ada, mengoptimalkan fungsl pegawal yang ada untuk memberikan
pelaynnan dan mendukung tugas pokok dan fngsl,

2)  Momanfiathannenompkan kemajuan teknologl,

) Momanfiatkanvimencrpkan kewenangan yang dimiliki serta dukungn dana yang ada untuk mengoptimalkan
Kapasitas SDM sorta melengkapt samina dan prosanna yang yang ada,

4) Manfhatkan uratan tugavkewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pernda dan otonomi daceah untuk
momaotivast kega pegawal kecamatan serta apamtur desa sertn melakukan rewards dan punishment.,

$) Momanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan

komponen masyarakat untuk menjalain kegjasama, koordinast dan sinkrenisasi program pembangunan serta
menggali potensi SDA yang ada,

6)  Mengembangkan kemampuan pegawal untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi
dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

1) Manfantkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar
instansi/dacrah,

2) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarang, serta didukuog adanya pedoman dan juknis
untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan
penganggunn,

c¢. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor,

2)  Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah

3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada

4)  Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana  yang ada untk menghadapi dan  mengatasi
permasalahan/ancaman

2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan
pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Peningkatan kualitas Meningkatnya desa yang tertib o Meningkatnya desa yang tertib
Kualitas pelayanan public dalam tata kelola administrasi dalam tata kelola administrasi
Penyelenggaraan desa desa
Pemerintahan dan e Meningkatnya koordinasi lintas
Pelayanan Publik sektor dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan
publik.
Hal. 18
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BAB VI :
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

'Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan
strate.glsn.ya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang
menglkut.l ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dengan  memperhatikan  dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Larantuka.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada lampiran tabel berikut ini.

Hal. 19
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1D O

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT LARANTUKA
KABUPATEN FLORES TIMUR

-

T

PROGRAM, KEGIATAN, SUB CAPAIAN KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN ' opPp
Data Capaian
- Awal Tahun Ket
KODE ndikator Perencanaan | Tahun 2023 (Tehun1) | Tahun 2024 (Tahon2) | Tahun 2028 (Tahun3) | Tahun 2026 (Tabun 4) s kinerja pada akhis P 7%
(2021)
KEGIATAN Target | Rp Target | Rp Target Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 s 6 7 3 9 10 1 12| 13 14 15 16
7 KECAMATAN LARANTUKA 9,654.488.874 9.762.051.023 9.717.207.530 9.302.568.973
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 9.382.311.220 9.473.061.220 9.393.311.220 9.478.961.220
7 01 KAB/KOTA
Tingkat Pelayanan Administrasl Kantor
x x 01 Perkantoran (%) 88 8.862.561.220 8.994.811.220 9.047.061.220 8.982311.220 35.336.744530 | Camat
100% Larantuka
Persentase Ketersediaan Sarana
dan Prasarana Aparatur (%) 88 366.500.000 292.000.000 145.000.000 290.000.000 1.093.500.900
Persentase ASN yang Memilikl
Kesesualan Kompetensi (%) 88 36.250.000 36.250.000 36.250.000 36.250.000 145.000.000
Peresentase Perencanaan dan
Pelaporan Capalan Kinerja dan 88 117.000.000 150.000.000 165.000.000 170.000.000 602.000.000
Keusngan (%)
Perencanaan, Penganggaran dan |Persentase Perencanaan dan Pelaporan
evaluasi kinerja Perangkat Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)
Daersh d € - 117.000.000 150.000.000 165.000.000 170.000.000 602.000.900
x xx 01 201
Penyusunan Dokumen Perencanaan |Jumlah Dokumen Perencaaan
x xx 01 201 Ol |peranskar Dacrah Perangkat Daerah ( dok) 1 dok 1 dok 32.000.000 | 1 dok 40.000.000 | 1 dok 45.000.000 | 4 dok 45.000.000 162.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
RKA SKPD ;
x xx 01 201 02 P""”em”' ""}"‘:"Zf:’”’:;% Skpp( | 2ok | 2d0k 40,000.000 | 2 dok 45000000 | 240k | 50.000.000 | 6 dok 50,000,000 185,000,200
. dok )
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi  |realisssi kinerja SKPD dan laporan hasil
kinerja SKPD koord dmpmymm lapora ’7S.KPD 5 dok 5 doie 30.000.000 | 5 dok 40.000.000 | 5 dok 40.000.000 | 15 dok 40.000000 | $ 150.000.000
x xx 01 201 06 inerja dan ikhtisar realiasi kinerja
(lap) “f
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja H 5lap Slap s s
x xx 01 201 07 | s Peranghat Daerah (lap) 7 Teporen 15.000.000 25.000.000 | > 30000000 | **® 35,000,000 105.000.00
Kegiatan: Administrasi Keuangan
R p— Perangkat Daerah 8481.111.220 2.496.111.220 8546111220 2496111220 34.0019.444.330
Penyediaan Gaji dan Ti ASN Jumlsh orang yang menerima gaji dan 4
x xx .01 202 02 tunjasgan ASN (ORG/Bln) 1 mou Yo/l sz |9 sussanzo il IETPRITE-T] Aud P PPRRTTE Y badad JETE PPPIE
4 s
Pelak Py haan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
X xx .01 202 03 |Pengujian/verifiasi keuangan SKDP  |Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 bin 12 dok 35.000.000 | 12 dok 50.000.000 | 12 dok 50.000.000 | 12 dok 50.000.000 | 12 dok 185.000.000
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'hl:;lr\:ui;nm:n; _S;;:estcmn SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan -
o1 o1 202 07 Laporan Keuangan SDODOWJ ‘
Bul. /Triwul /S an
SKPD (lap)
x 01 2.03 Kegiatan: Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah 20.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 160.000.000
xx 01 203 Ol [Penyusunan Perencsnsan Kebutuhan Jumlsh Rencana Kebutuhan Barang Milik
Barang Milik Dacrah SKPD Daerah SKPD (dokumen) 0 dok 1 Dok 10.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 80.000.000
xx 01 203 05 ]Rekovm‘liui dan Penyusunan Laporan  |jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan
Barang Milik Daerah SKPD lapporan barang milik daerah pada SKPD 0Lap 1Lap 10.000.000 20.000.000 | 1 Lap 25.000.000 | 1 Lap 25.000.000 $0.000.000
(lap)
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian
36.250.000 36.250.000 36.250.000 J6.250.000 145.000.000
xx 01 2.05 Perangkat Daerah Oorg
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai jumlah pegawai berdasarkan tugas dan
xx 01 205 09 [berdasarkan Tugasdan Fungsi fungsi yang mengikuti pendidikan dan Oorg Sorg 36.250.000 36.250.000 | Sorg 36.250.000 | 2org 36.250.000 | 7org 145.000.000
pelatihan (orang)
. Administrasi Umum Perangl Pel Administrasi Perk 266.850.000 361.100.000 366.000.000 338.600.000 1.332.550.000
xx 01 2.06 Daerah (presentase) =
Penyediaan Komp Instalasi [jumlah paket komponen instalasi
xx .01 2.06 01 [Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor  |listrk/penerangan bangunan kantor yang 1paket |1 Paket 20.000.000 | 1 Paket 20.000.000 | I Paket 30.000.000 | | Paket 30.000.000 |4 paket 100.000.000
disediakan (paket)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |jumlah paket peralatan dan perlengkapan
xx .01 206 02 [Kamor kantor yang disediakan (paket) 1 paket 1 1 1 Ipaket| 210000000
paket 40.000.000 | paket 50.000.000 | paket 60.000.000 | paket 60.000.000
|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumnish paket peralatan rumah tan| -
xx .01 206 03 dis;m:: (Paket) e | paket 20.000.000 paket 1 paket 14.000.000 15.000.000 49.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor .- jumlah paket bahan logistik kantor yang 1 paket
xx .01 206 04 disediakan (paket) 1 paket 35.000.000 | 1 paket 59.100.000 | 1 paket 50.000.000 | 1 paket 50.000.000 |4 paket| 194.100.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlsh paket barang cetakan dan yng
xx. .01 2.06 05 |Penggandaan disediakan (paket) 1 paket 1 paket 45.000.000 | 1 paket 50.000.000 | 1 paket 60.000.000 | 12 bin 50.000.000 |4 paket| 205.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan ljumlah dokumen bahan bacaan dan
xx .01 2.06 06 |Perundang-undangan P P d: dngan yang 1 dok 1 dok 1.850.000 | 1 dok 2.000.000 | 1 dok 2.000.000 | 1 dok 2.000.000 | | dok 7.850.000
disediakan (dok) 12
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlsh laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
xx .01 206 08 (Lap) 12 laporan | 12 Lap 35.000.000 | 12 Lap 40.000.000 | 12 Lap 50.000.000 | 12 Lap 40.350.000 | 48 lap 165.350.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  |Jumlah laporan Penyclenggaraan Rapat %
xx .01 2.06 09 [Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap) 100 Lap m-L 70.000.000 | 50 lap 90.000.000 100.000.000 | 3° 91.250.000 |200 lap| 351.250.000
12 Ly . -
xx 01 206 10 |Penatausshasn Arsip Dinamis pada Jumlsh Dokumen Penatausahaan Arsip
SKPD Dinamis pada SKPD (dokumen) dok 20 dok - |20 dok 50.000.000 | 20 dok < |20 dok 40.000.000 90.000.000
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik
xx ,01 2.07 Daerah Urusan Pemerintah Daerah 296.500.000 222.000.000 35.000.000 210.000.000 313,500,200
Pengadaan Kend Dinas Operasional | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapengan atau Lapangan yang Disediakan (unit) - | 2 unit 44.000.000 22.000.000 - | 2unie 50.000.000 | 2 unit 116.000.000
xx 01 2.07 02
Pengadaan Meubel Jumlsh paket Meubel yang disediakan
(unit) 1 paket |20 unit 30.000.000 20.000000 | © . ] - 20 50.000.000
xx ,01 2.07 05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Unit Peralatan dan Mosin Lainnya
yang . 3 uni
Disediakan (Unit) O mks unit 12.500.000 60.000.000 1 unit 30.000.000 102 500.000
xx .01 207 .06
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- S —— ——————
kantor atau bangunan lainnya

————
| Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Disediakan (Unir) 2 unit 10.000.000 | 3 unit 20,000,000 \aptop,
X _xx .01 207 10 . 8 70.000.900 100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 0 unit Printer
Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainn 1 unit 200,000 1 uni ;
ya yang ,000.000 | 1 unit 100.000, ;
X _xx_ 01 207 11 Disediakan (Unir) 000 [ Huni 85000000 [ 1 i 60.000.000 445,000,000
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang |Persentase Ketersediaan Sarana dan -
Urusan Pemerintah Daerak Prasarana Aparatur/%) 94.600,
600,000
X xx ,01 208 : 97.600.000 84.930.000 97.600.000 374,750,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang =
disediakan (Lap)
X xx 01 208 08 lgp 7.000.000 | 1 lap 10.000.000 | 1 lap 7.350.000 | 1 lap 10.000.000 | 100% l 34,350,000
ll)’enyodjnn Jasa K ikasi, Sumb Jumlah laporan jasa penyediaan
aya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Aj istril
s ya Air dan Listrik
X xx 01 208 02 yang disediakan (Lap) 12 laporan |12 Lap 30.000.000 | 12 Lap 30.000.000 | 12 Lap 20.000.000 | 12 Lap 30.000.000 [48 Iap 110.000.000 l
é’::yediun Jasa Pelayanan umum Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan
tor
X _xx 01 208 .04 umum Kantor (Lap) Gorang |12 Lap 57.600.000 | 12 Lap 57.600.000 | 12 Lap 57.600.000 | 12 Lap 57600000 | 12 Lap|  230.400.000 ’
:anelllmmn Barang Milik Daerah Persentase Ketersediaan Sarang dan -
£ njang Urusan Pemerintah Pn
= sxm il 209 Aparatur/%) 70.000.000 70.000.000 60.000.000 20.000.000 280.000.000 J
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  [Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau
pemeliharaan, Pgjak dan Perijinaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan . , ,
2 Kendaraan dinas operasional atau vang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan | 7 unit § unit 40.000.000 |8 unit 40.000.000 (10 unit 30.000.000 |10 unit 50.000.000 (8 unit 160.000.000
X xx 01 209 02 lapangan perizi
Pemeﬁlurnnfkehabﬂim.i Gedung Jumlsh gedung kantor dan bangunan
Kantor dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/ ~ dirchabilitasi lunit | 1unit 20.000.000 | 1 unit 20000000 | Tunit | 20.000.000 | 1 umie 20.000.000 | 1 umie $0.000.000
X xx 01 209 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah sarana dan Ppra sarana gedung
Prassarana Gedung Kantor atau kantor atau bangunan lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi 8 unit 8 unit 10.000.000 | 8 unit 10.000.000 | 8 unit 10.000.000 | 8 unit 10.000.000 28 40.000.000
X xx 01 209 10
7 UNSUR KEWILAYAHAN 272.177.654 288.989.803 323.396.610 324.007.753 217.000.000
7 01 KECAMATAN 272.177.654 238.989.803 323.396.610 324.007.783
PROGRAM PENYELENGGARAAN Presentase Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik 90
X xx 02 PELAYANAN PUBLIK 85.139.740 97.598.802 100.757.092 100.757.092 384252756
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan |Prosentase kualitas kinerja pemerintah
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |Kecamatan 85.139.740 97.598.832 100.757.092 100.757.092 384252736
X xx 02 201
Peningkatan Efektifitas Kegi Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 121aporen | 12 Lep 85.139.740 | 12 Lap 97.598.832 | 12 Lap 100.757.092 | 48 lap 100.757.092 | 8 dok 384252.756
X %o 02 201 02 Kecamatan(dokumen) - oy
PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Vaksinasi 7
MASYARAKAT DESA DAN 24.906.174 2524098 26267518 21.814.694 98229329
X xx 03 KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
03 2.01 Desa 14.906.174 15.240.943 16.267.518 11314634 §3.229329
X XX i
Jumish Pokmas dan ORMAS yang 3 2 . - - 20
melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dl 814.654 Pokma 58229329
i 50 | Pokmas 14.906.174 |Pokmas 15.240.943 |Pokmas 16.267.518 |Pokmas| 11814, Sorma
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |Kelurahan Jormas Jormas /ormas formas s
x xx 03 202 03 >
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
Masyarakat (PPKM)
x xx 03 205
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x 03 205 03[ N T | S i | \
PROGRAM PENYELENGGARAAN | Presentase koordinasi 9 \ [ \ \
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 79.637.353 87.076.314 100.092.945 9.971.419 366.791.951
xx 0§ Umum
Penyelengparan Urnsan Pemerintahan
Umum Sesuai Penugasan Kepala 79.637.333 87076314 100.095.945 99.97L419 66 3LIST
xx 05 201 Dacark
Pelaksanasn Tugas Forum Koordinasi  |Jumlsh dokumen Tugas Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamstan Pimpinan di Kecamatan 12bulan | 12 dok 79.637.353 | 12 dok 87.076.314 | 12 dok 100,095 965 | 12 dok 99 971 419 | 43 dok 366.781 051
xx 05 201 08
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN
xx 06 bEsh 82494387 79.073.714 s6.776.008 101464543 399 303,584
Presentase disiplin anggaran desa (%) 80
42494387 40.000.000 36.776.035 50464 543 169.734979
Presentase usulan masyarakat yang 80
disetujui dalam forum musrembang
kecamatan (%) 40.000.000 39.073.714 30.000.000 S1_900.000 160075 714
Fasilitasi, Rekomendasi Pem binsan
|dan Pemgzwasan Pemerintahan Desa &
xx 06 201 £2.494387 79.073.714 96.776.035 101464 543 359308534
WP--MM m&m D"')"" - | 10dok 20.000.000 | 10 dok 20.000.000 | 10 dok 20.000.000 | 10 dok 20.000.000 | 40 dok 80,000 200
xx 06 201 01
den Pendsyagunaan Aset Desa dministrasi Tata Pemerintahan Desa 2kelurahan | 2 Dok 22494387 | 2 Dok 20.000.000 | 2 Dok 16.776.035 | 2 Dok 30464 548 | Sdok 73490
xx 06 201 03
Fasilitasi Pelaksanasn Pemilihan Kepala | Jumlsh dok Fasilitasi Pelal - J
x 06 201 06 Desa leﬁhnKaphDeu Dok 0] 240k 15.000.000 19.000.200
Fasilres Si i P d Sinkr F
pd_ln_ Desa . ldolumen  |1dok 40.000.000 |1 dok 39.073.714 |1 dok 30.000.000
xx 06 201 09
-
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. BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kantor Camat Larantuka

= yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
i R
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
:“‘"" Kinerja
inerja
Ne Indikator pada Arj“' st i el r::i.r
RPJMD RPD
E'E [ ——
16)
! | Tingkatnys Poit——— 7} 7} {19 3 9| ¢
Ya Pelayanan Adminisrasi
| | Pekantoran (%) W g% | 9o% | 0% | 9o% | 9o% | 100%
2 | Peresenase Keersodd;
aan Sarana
dan Prasarana Aparatur (%) 50% 100% [ 0% | 100% | 0% 100%
3 | Persentase ASN o
yang memiiki
- mKompenEasi (%) 50% 70% | 70% | 9%0% | 90% 100%
\
4 | Persentase Perencanaan dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan 90% 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Keuangan (%)
3 | Persentase Koordinasi Pelayanan
Publik di Kecamatan (%) 90% 90% | 90% | 100% | 100% 100%
et
. pan Vaksinasi (%) 70% | 70% | 80% | 9% | 9% | 100%
7 | Persentase Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan 90% 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Umum (%)
' ?%) tase Disiplin Anggaran Desa 9%0% 9%0% | 9% | 90% | 9%0% 100%
9 | Persentase Usulan Masyarakat yang
e
Km (Iau;:') Forum Moscobang 25% 50% | 50% | 75% | 90% 100%
Hal. 20
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BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Larantuka Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023 - 2026 yang memuat dasar, tujuan, arah strategi dan prioritas program dan
indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Larantuka
Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka Tahun 2023 - 2026 ini merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 4
tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program
dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya
sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah

yang ingin dicapai.
Semoga Rencana Strategis Kantor Camat Larantuka ini dapat diimplementasikan dengan baik

sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan
berdaya saing.

Maret 2022.

|» . b '.,»/’:,:
{_+ I ALOISIUS RIBERU
“"NIP:219670420 199803 1 006
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